
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR: Gj 734.a jB.IIljHKj2012
 

TENTANG
 

HASIL EVALUASI
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
 

BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang a.	 bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pernerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Kcputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

3.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah; 

4.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenrukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Uru sari Pemerintahan aritara Pernerintah, Perncrintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur E;ebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2011: 

8.	 Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukurn Daerah; 



Memperhatikan:	 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-721/MK.7/2012 tanggal 26 
November 2012 hal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Tulang 
Bawang Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. 

MEMUTUSKAN: 

Mr-netapkan KEPUTUSAN GUBERNUR 
RANCANGAN PERATURAN 
BAWANG BARAT TENTANG 

TENTANG HASIL EVALUASI 
DAERAH KABUPATEN TULANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1 
TAHUN 2012 TI~NTANG PAJAK DAERAH. 

KESATU Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah 
sebagaimana tercanturn pada Lampiran Keputusan ini yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA Bupati Tulang Bawang Barar dan DPRD segera melakukan 
penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan 
Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada Diktum Kesaru. 

KETIGA Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah 
disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah 
tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila 
Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil 
evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

KEEMPAT Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum 
disampaikan kepada Menteri Keuangan dan 
paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 

Ketiga selanjutnya 
Gubernur Lampung 

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Te-mbusan : 
1 Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 
2 Menteri Keuangan di Jakarta; 
3 Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
4 Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan; 
5 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung. 



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : Gf 734.a fB.lllfHK/2012 
TANGGAL : 21 DESEMBER 2012 

HASIL EVALUASI
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 

TENTANG PERU BAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
 

No 
1 

Materi Raperda 
2 

Rumusan Raperda 
3 

Rumusan Penyempurnaan 
4 

Keterangan 
5 

1 I Frasa 
pembentukan 

PERATURAN DAERAH TULANG BAWANG BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG I Disempurnakan 
BAWANG BARAT 

K/\~UP/\TE~J TULAMG ~/\WA~JG B/\R/\T 
PERU BAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

NOMOR 1 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH 

TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH 

2 I Dasar Hukum 
Mengingat 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang'
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undanq-Undanq 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lernbaran Negara Republik 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844) 

Jangan menggantung, 
jadikan satu halaman 
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Angka 11 dihilangkan 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
P@8oman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
45(8), 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 I Angka 13 disempurnakan 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



32 r	 I I 

1.	 K@tentb-lan Pasal 105 dib-lsal;J, s@l;Jingg9 13@r!:wnyi 15. 
s@13ag9i I,wrikut: 

Pasal105 
Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 
Januari 2013. 

--~--------------

4	 5 
I 

(4) Besarnya	 Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak 4. Dalam rangka peningkatan 
ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh penerimaan PBS P2, 
juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Pemkab Tulang Bawang 

Barat agar melakukan 
pendataan yang lebih 
akurat dan penilaian ulang 
NJOP, apabila kedua hal 
tersebut telah berjalan 
dengan baik, Pemkab 
Tulang Bawang Barat 
dapat menaikkan tarif 
sesuai dengan 
kemampuan masyarakat. 

3.	 Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi
 
sebagai berikut:
 

Pasal61
 
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
 
Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3% (noI koma tiga
 
persen).
 

4.	 Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi 
C'oht"),..,~i h.orivllt· 
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Pasal 70
 
Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 
ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
 

Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi
 
sebagai berikut:
 

Pasal 105
 
Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan
 
Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur
 
dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
 
tanggal 1 Januari 2013.
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2 

berlaku pada tanggal 

---- 

3 

Pasalll 
Peraturan Daerah rru mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang ~ mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

4 

Pasalll 
Peraturan Daerah ini mulai 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah uu dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat. 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG I LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG 
BARAT TAHUN ~ NOMOR BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 

5 I Penjelasan PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH TULANG BAWANG BARAT 
TENTANG 

KAflUPf\TBJ------=r-Ul/\t>JG B/\W/\NG Iiil/\RI\T 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

NOMOR 1 
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH 

PENJELASP,N 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG 
BAWANG BARAT 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH 

5
 

Pasalll disempurnakan 

Disempurnakan 

Pasal 1 I Di~ilangk.an .' ~a.n apabila I 
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penjelasan 
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